
 

 
 

 
BUPATI SEMARANG 

PROVINSI JAWA TENGAH 
 

PERATURAN BUPATI SEMARANG 

NOMOR  44  TAHUN 2018 
 

TENTANG 
 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SEMARANG NOMOR 101 TAHUN 
2017 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN RUMAH SUSUN  

SEDERHANA SEWA 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 
BUPATI SEMARANG, 

Menimbang  : a.  bahwa dalam rangka meningkatkan kelancaran dan 
ketertiban penyelenggaraan pengelolaan Rumah Susun 

Sederhana Sewa (Rusunawa) agar lebih transparan dan 
akuntabel maka perlu diatur kembali pembiayaan 
pengelolaan Rumah Susun Sederhana Sewa 

(Rusunawa); 
  b.  bahwa Peraturan Bupati Semarang Nomor 101 Tahun 

2017 Tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Rumah 
Susun Sederhana Sewa tidak sesuai dengan ketentuan 

yang berlaku maka perlu untuk ditinjau kembali; 
c.  bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu 

menetapkan Peraturan Bupati Tentang Perubahan Atas 
Peraturan Bupati Semarang Nomor 101 Tahun 2017 

Tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Rumah Susun 
Sederhana Sewa;  

 
Mengingat : 1.  Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam 

Lingkungan Provinsi Jawa Tengah; 
2. Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang 

Perubahan Batas-batas Wilayah Kotapraja Salatiga dan 
Daerah Swatantra Tingkat II Semarang (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 118, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 1652); 

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang 
Rumah Susun (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2011 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5252); 

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 



dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 
Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5679); 
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang 

Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 
Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 3079); 
6. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang 

Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat 
II Salatiga Dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 
Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3500); 

7. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 2 
Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran 

Daerah Kabupaten Semarang tahun 2012 Nomor 2, 
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang 

Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Daerah Kabupaten Semarang Nomor 1 Tahun 2017 
tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten 

Semarang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Retribusi 
Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang 

Tahun 2017 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah 
Kabupaten Semarang Nomor 1); 

8. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 11 
Tahun 2016 tentang  Pengelolaan Rumah Susun 
Sederhana Sewa (Lembaran Daerah Kabupaten 

Semarang tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran 
Daerah Kabupaten Semarang Nomor 11); 

9. Peraturan Bupati Semarang Nomor 13 Tahun 2016 
tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Rumah Susun 

Sederhana Sewa (Berita Daerah Kabupaten Semarang 
Tahun 2017 Nomor 101); 

 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan :  PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS 

PERATURAN BUPATI SEMARANG NOMOR 101 TAHUN 2017 
TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN RUMAH 

SUSUN SEDERHANA SEWA. 
 

Pasal  I  

 
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Semarang Nomor 13 Tahun 

2016 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Rumah Susun Sederhana Sewa 
(Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2017 Nomor 101), diubah 

sebagai berikut : 
 

1. Ketentuan dalam ayat (1) huruf a, ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) Pasal 18 

dihapus, sehingga Pasal 18 berbunyi sebagai berikut :  
 

 



Pasal 18 

(1) Pengelolaan RUSUNAWA dapat dibiayai melalui : 
a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; 

b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan 
c. dihapus. 

 
(2) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) huruf b dapat diberikan apabila sudah ada izin 
pemanfaatan dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan 
Rakyat. 

 
(3) Dihapus. 

(4) Dihapus. 
(5) Dihapus. 

 
2. Diantara Pasal 18 dan Pasal 19 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 

18A, sehingga berbunyi sebagai berikut : 

 
Pasal  18A 

(1) Penghuni RUSUNAWA berkewajiban membayar retribusi atas 
pemanfaatan hunian RUSUNAWA. 

 
(2) Biaya lain diluar retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

diatur lebih lanjut oleh Pengelola RUSUNAWA. 
 

Pasal II 

 
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah 

Kabupaten Semarang. 
 
Ditetapkan di Ungaran 

pada tanggal  20-07-2018 
 

BUPATI SEMARANG, 
 

                                ttd 

      MUNDJIRIN 
 

Diundangkan di Ungaran 
pada tanggal  20-07-2018 

 
SEKRETARIS DAERAH 

KABUPATEN SEMARANG, 
 

ttd 

 
GUNAWAN WIBISONO 

 
 

BERITA DAERAH KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2018 NOMOR 44 
 
 



     Salinan Sesuai Dengan Aslinya 

             Kepala Bagian Hukum 

Sekretariat Daerah Kabupaten Semarang 

 
 

 

 
 

WENNY MAYA KARTIKA 

          Pembina Tingkat I (IV/b) 
      NIP. 19690113 199303 2 005 

 

 


